SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 061/Kep.4704-ORG /2025

TENTANG

RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG

TAHUN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1A ayat (4)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun

2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024,

perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Rencana

Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di

Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung Tahun 2025;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

S.

s

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 055 Tahun 2019
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023
(Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 5595)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota
Bandung Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 055 Tahun 2019
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota
Bandung Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kota
Bandung Tahun 2022 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2025.
Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum
dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

Implementasi Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi General sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, dilakukan melalui kegiatan monitoring dan
evaluasi internal pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi
Birokrasi terhadap ketercapaian Kegiatan Utama dan
Indikatornya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun.

Hasil evaluasi internal sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KETIGA, disampaikan kepada Tim Penilai Nasional.
Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Bandung.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Oktober 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIA?

ATV

“DAERAH KOTA BANDUNG,



RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL
PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025

Indikator Capaian  Target " . Satuan Indikator ;
Penilaian Bobot 2024 2025 Rencana Aksi Outpiit Output Anggaran Pelaksana Koordinator
TW 2 TW 3 TW 4 Total
Tingkat Capaian
Sistem Kerja . . ; .

1. Asistensi 5 : Bagian Ketua Tim
otk 3 4 4 2. Evaluasi dan Monitoring Dokymten. | o Kee ) ) . 1 Ba 50,000,000 Organisasi KTL
Penyederhanaan
Birokrasi

Persiapan Penjaminan Kualitas

SPIP Terintegrasi, dengan: Lll)lj)xl?tlxanl:en Seluruh
Tingkat Maturitas 4 2,87 3 a. Penyusunan Kepwal Tim PM Doleiiies Persiapan 1 ) ) 1 Rp 95.500.000 Perangkat Inspektorat
SPIP b. Penentuan Sasaran dan e Daerah

» Penjaminan Daerah
OPD yang akan dilakukan PK Kualitas SPIP
c. Submit Persiapan PK
Jumlah
Perangkat SeliiFuh
Pelaksanaan Penjaminan Perangkat Daerah yang _ } Inspektorat
Kualitas SPIP Terintegrasi Daerah dilakukan 1o 10 Rp 81,590.000 P%r:;ikhat Daerah
Penjaminan
Kualitas
Penyusunan Laporan
Penjaminan Kualitas atas hasil g
A s Dokumen
Penilaian Mandiri SPIP Hasil Seluruh Inspektorat
Terintegrasi dan Surat Dokumen - 1 : : 1 Rp 15.720.000 | Perangkat perctora
. Penjaminan Daerah

Permohonan Evaluasi SPIP Kualitas SPIP Daerah

kepada BPKP Perwakilan Perintearns

Provinsi Jawa Barat B

Laporan
Fasilitasi
Kegiatan

Fasilitasi  Kegiatan  Tahap Tahap ;

Persiapan Penilaian Mandiri Laporan Persiapan - - - 1 Rp 77.511.362 Tim PM Sgtda (Bag;;m

SPIP Terintegrasi Tahun 2025 Penilaian hETISaR)

Mandiri SPIP
Terintegrasi

Tahun 2025




Indikator
Penilaian

Bobot

Capaian
2024

Target
2025

Rencana Aksi

Indikator
Output

Anggaran

Pelaksana

Koordinator

Laporan
Fasilitasi
Kegiatan
Fasilitasi Kegiatan  Tahap Tahap Setda (Bagian
Pelaksanaan Penilaian Mandiri Laporan Pelaksanaan 1 3 Rp 237.458.802 Tim PM Or anisag;i)
SPIP Terintegrasi Tahun 2025 Penilaian g
Mandiri SPIP
Terintegrasi
Tahun 2025
Jumlah
Perangkat
. 1. Melakukan Monev terhadap Daerah yang
Tingkat . . . Seluruh
Keberhasilan 3,5 0,5 4pp | D¥ens! t%agB‘&e;ﬁap;:i‘ﬁt g ol o - 4 Rp 37.800.000 | Perangkat | "SPektorat
Pembangunan ZI Daerah
sebelumnya. Pembanguna
n Zona
Integritas
Jumlah
Perangkat
Daerah yang
2. Melakukan pendampingan dipersiakan
kepada setiap perangkat untuk meraih Seluruh
daerah yang akan diusulkan Ptf)rangl;at predikat - 4 Rp 37.800.000 | Perangkat Instekgat
untuk meraih predikat WBK aera WBK dan Daerah aer
dan WBBM Tahun 2026. WBBM dalam
Pembanguna
n Zona
Integritas
Komponen Perencanaan
Nilai SAKIP 4 81,4 82,41 Kinerja dan Pengukuran
Kinerja
Melakukan Reviu RPD Bahan Berita Acara | Jumlah 1 1 386.809.000 Seluruh Bapperida
penyusunan RKPD 2025 dan Reviu RPD Berita Acara Lapor Lapor Perangkat
2026 tahun 2024 Reviu RPD an an Daerah

Tahun 2024




Indikator

Penilaian

Bobot

Capaian
2024

Target
2025

Rencana Aksi

Melakukan Reviu IKU Tahun

Satuan
Output

Berita Acara

Indikator
Output

Jumlah

Anggaran

386.809.000

Pelaksana

Seluruh

Koordinator

Bapperida

2025 Reviu RPD Berita Acara Lapor Lapor Perangkat
Tahun 2025 Reviu RPD an an Daerah
Tahun 2025
Melgkukan sos inlisast Berita Acara Jumlah 1 1 Seluruh
kebiasaan reviu Renstra dan Reviu IKU Berita Acara ) Lapor | - ) Lapor Perangkat Bapperida
IKU serta PK pada Perangkat Tahun 2025 Reviu IKU an an 59.125.000 Besrak
Daerah Tahun 2025 Tahun 2025
Berita Acara
Reviu
Renstra dan
IKU serta PK | Jumlah
pada Berita Acara
Melakukan sosialisasi Perangkat Reviu 3 3 Sk
kebiasaan reviu Renstra dan Daerah Renstra dan } LapoE | = ) Lation Perangkat Bapperida
IKU serta PK pada Perangkat (Prioritas IKU serta PK p P 1.995.017.560 ol PP
Daerah Tahun 2025 pada pada s = aera
Disnaker, Perangkat
Disdagin, Daerah
DKPP,
DSDABM,
Dinsos)
. | Jumlah
Dekiieritast Dokumentasi
Pemetaan
- Pemetaan
kinerja Kiheria
Melakukan Pemetaan kinerja Rancangan Ranclzjangan 1 1 Seluruh
Rancangan Awal RPJMD Kota Awal RPUMD Lapora | - - - Lapor Perangkat Bapperida
Bandung Tahun 2025 2029 Kota ﬁ:)vtaal KRN n an 128:346.000 Daerah
202‘9’“ Tahun 2025
2029
Dokumentasi | Jumlah
keselarasan Dokumentasi
rencana aksi | keselarasan
Melakukan reviu atas rencana ge;;;t;k :z;(;atlill? ekl 1 1 1 1 4 Seluruh
aksi .PI.) Femank mandatory dengan Poifis Lapora | Lapor | Lapor | Lapor | Lapor 132.400.000 Perangkat Bapperida
dan inisiatif Tahun 2025 R n an an an an Daerah
encana dengan
Aksi pada Rencana Aksi
tingkat PD pada tingkat

berdasarkan

PD




Indikator

Penilaian

Bobot

Capaian
2024

Target
2025

Rencana Aksi

Indikator
Output

Anggaran

Pelaksana

Koordinator

Rencana berdasarkan
Aksi Tematik | Rencana Aksi
Mandatory Tematik
dan Insiatif Mandatory
(Prioritas dan Insiatif
pada
DKUKM dan
DPMPTSP)
Dokumentasi | Jumlah
Rencana Dokumentasi
Melakukan reviu atas rencana | Aksi Rencana Aksi 1 1 Seluruh
aksi PD tematik mandatory Mandatory Mandatory - - Lapor | - Lapor 132.400.000 Perangkat Bapperida
dan inisiatif Tahun 2025 dan inisiatif dan inisiatif an an ’ ) Daerah
Tingkat Tingkat
Pemda Pemda
Dokumentasi | Jumlah
Rencana Dokumentasi
Melakukan reviu atas rencana ‘I?Akasri datory ﬁea;cdag?)r!;km 3 3 Seluruh
O s mna ey dan inisiatif | dan inisiatif | - - : el e 1.881.097.000 | Ferangkat | - Bapperida
Tingkat PD Tingkat PD
dilengkapi dilengkapi
Langkah aksi | Langkah aksi
Dokumen Jumlah
hasil monev Dokumen
berkala dan hasil monev
Melanjutkan pelaksanaan berjenjang berkala dan 2 1 1 1 5 Seluruh
monitoring dan evaluasi pada berjenjang Lapora | Lapor | Lapor | Lapor | Lapor 857.574.060 Perangkat Bapperida
berkala dan berjenjang Seluruh PD pada Seluruh | n an an an an ’ : Daerah
tahun 2024 PD tahun
dan tahun 2024 dan
2025 tahun 2025
Melakukan verifikasi SK IKU
Kota dan Perangkat Daerah,
yang dilengkapi dengan SK IKU Jumlah SK 1 1 Seluruh
Definisi Operasional yang Pemda IKU Pemda - Lapor | - - Lapor 1.000.000.000 Perangkat Bapperida
cukup jelas dan formulasi Terverifikasi Terverifikasi an an Daerah

pengukuran atas komponen
pembentuk IKU




Rencana Aksi

Indikator

Output

Anggaran

Pelaksana

Koordinator

Melakukan verifikasi SK IKU
Kota dan Perangkat Daerah,
yang dilengkapi dengan SK IKU PD Jumlah SK 5 5 Seluruh
Definisi Operasional yang Terverifikasi IKU PD Lapor | Lapor 1.162.221.747 Perangkat Bapperida
cukup jelas dan formulasi Terverifikasi an an Daerah
pengukuran atas komponen
pembentuk IKU
Komponen Pelaporan Kinerja
Jumlah
dokumen
koordinasi
Persiapan Tim Penyusunan dan Setda Setda (Bagian
Laporan Capaian Akuntabilitas Dokumen penyusunan - 1 Rp 376.361.350 (Bagian Or am'sfsli)
Kinerja laporan Organisasi) g
kinerja
pemerintah
daerah
Asistensi Laporan Capaian ‘éggllg?en
Akuntabilitas Kinerja dalam koordinasi
rangka verifikasi dan validasi dan Seluruh .
techadep date,sldir gt Dokumen penyusunan - 1 Rp 31.200.000 Perangkat s (Baglgn
Perangkat Daerah yang laporan Daerah Organisasi)
tertuang dalam Dokumen Kinerja
Perencanaan dalam bentuk -
Berita Acara Daeral




Rencana Aksi

Indikator
Output

Anggaran

Pelaksana

Koordinator

Jumlah
dokumen
Asistensi Perangkat Daerah koordinasi
(unit kerja) / Penyusunan LKIP dan Seluruh Setda (Bagian
Kota dan Pengumpulan Dokumen penyusunan - - 1 Rp 75.000.000 | Perangkat Or anisagsli)
Analisis Data Capaian Kinerja laporan Daerah g
IKU Kota kinerja
pemerintah
daerah
Jumlah
dokumen
Pengolahan dan verifikasi data l;;zrdmam Setda
capaian kinerja, penyelarasan - Setda (Bagian
dan verifikasi data akhir hasil Dokumert | peoyasansn ) . 1 Rp 6.600.000 (Bagia Organisasi)
reviu APIP Inspektora lgporgn Organisasi)
kinerja
pemerintah
daerah
Komponen Evaluasi Kinerja
Jumlah
. Perangkat
Melakukan Pendampingan Seluruh
Penggunaan AplikainJ # 3 gangkat Bagrah yeng 60 . 60 Rp 47.250.000 | Perangkat | mSPektorat
SEMAKIN-PD: aerah dllakukar_l Daerah Daera
’ Pendampinga
n
Jumlah
Perangkat Seluruh
Melaksanakan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang 60 ) 60 Rp 49.000.000 Perangkat Inspektorat
Perangkat Daerah; Daerah dilakukan ’ ) Daerah Daerah
Evaluasi
AKIP
Jumlah
Perangkat
. Daerah yang
Melakukan monitoring atas . Seluruh
tindak lanjut rekomendasi Peranghnt | dilakulen : 60 60 Rp 27.750.000 | Perangkat | mSpektorat
hasil evaluasi AKIP Deerak Mauitoring Daerah Ligerah
atas tindak
lanjut

rekomendasi




Indikator

Penilaian

Bobot

Capaian
2024

Rencana Aksi

Satuan
Output

Indikator
Output

hasil evaluasi
AKIP

Anggaran

Pelaksana

Koordinator

Tingkat Pelak Pembinaan bagi Perangiat | o ongkatny -
ingka elaksanaan Pembinaan bagi erangka a nilai ) .
Digitalisasi Arsip 23 Ly 78,00 Operator Aplikasi SRIKANDI Daerah Digitalisasi Gl 50 Rp 122.399.948 p]e;‘:;gall(lat Disarpus
Arsip
Laporan
Tingkat tindak Penyelenggar
lanjut pengaduan a an kegiatan
masyarakat Sosialisasi LAPOR! bagi admin sosialisasi } A . . Bidang
LAPOR) van 2,5 4 4 LAPOR! (Zoom Dokumen aplikasi 1 Rp 35.100.000 | Diskominfo Diseminasi
( ) yang p
sudah LAPOR! bagi
diselesaikan admin
LAPOR!
1. Surat Edaran Wali
Kota/Sekretaris Daerah terkait
usulan Perencanaan
Pembentukan Produk Hukum
2. Menyusun daftar
persyaratan permohonan
pembentukan produk hukum
sesuai dengan variabel
penilaian IKK )
3. - Melaksanakan Sosialisasi Capaian Nilai . liaglag
Indeks Kualitas IKK dengan mengundang - Indeks wum dan | geida (Bagian
Kebijakan 2,5 71,5 71,50 | seluruh Perangkat Nilai Kuslitas - 71,51 | 71,51 Rp 20.000.000 Pg‘angakhat Hulum)
Daerah Kebijakan aera
- Menginventarisir Produk Terkait

Hukum Daerah

- Rapat koordinasi dengan
Perangkat Daerah terkait

- Mengirimkan data
enumerator ke LAN

- Melakukan Evaluasi
pelaksanaan penilaian IKK




Indikator
Penilaian

Indeks Reformasi
Hukum

Bobot

2,5

Capaian
2024

87,44

Target
2025

87,45

Rencana Aksi

Optimalisasi pemenuhan data
dukung penilaian pada
masing-masing variabel
penilaian IRH

Nilai

Indikator
Output

Capaian Nilai
Indeks
Reformasi
Hukum

87,45

87,45

Rp

Anggaran

15.000.000

Pelaksana

Setda
(Bagian
Hukum)

dan
Perangkat
Daerah
Terkait

Koordinator

Setda (Bagian
Hukum)

Indeks
Pembangunan
Statistik

2,5

3,04

3,04

Penyusunan Daftar Data

dokumen

Tersedianya
Daftar Data
2026

Rp

1.980.000

Diskominfo

Bidang Data
dan Statistik

Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis Pengembangan Aplikasi
Pengelolaan Data

Perangkat
Daerah

Jumlah
Perangkat
Daerah yang
mengikuti
Bimbingan
Teknis
Manajemen
Pengelolaan
Data
Terstandar
dan
Terintegrasi

60

60

Rp

18.900.000

Diskominfo

Bidang Data
dan Statistik

Identifikasi Kegiatan Statistik
Sektoral Perangkat Daerah

Perangkat
Daerah

Teridentifikas
i dan
terevaluasiny
a kegiatan
statistik
sektoral di
perangkat
daerah

Rp

1.650.000

Diskominfo

Bidang Data
dan Statistik

“Bimtek Analisa dan Publikasi
Data”

Perangkat
Daerah

Jumlah
Perangkat
Daerah yang
mengikuti
Bimbingan
Teknis
Analisa dan
Publikasi
Data”

60

60

Rp

7.340.000

Diskominfo

Bidang Data
dan Statistik




Indikator
Penilaian

Bobot

Capaian
2024

Target
2025

Rencana Aksi

Penyusunan Daftar Data Tahun
2026

Dokumen

Indikator
Output

Terbentukny
a Dokumen
Daftar Data
dan Kalender
Data

TW 4

Total

Rp

Anggaran

3.960.000

Pelaksana

Diskominfo

Koordinator

Bidang Data
dan Statistik

Monitoring dan evaluasi
Pengelolaan Data Terstandar
dan Terintegrasi Tahun 2025

Dokumen

Terlaksanany
a Kegiatan
Bandung
Data Festival
(MONEV dan
AWARD)

Rp

53.200.000

Diskominfo

Bidang Data
dan Statistik

10

Indeks Tata Kelola
Pengadaan

2,5

82,72

83,42

Meningkatnya Kualitas
Pemanfaatan Sistem
Pengadaaan

Dokumen

Jumlah
dokumen
hasil layanan
pengadaan
secara
elektronik

Rp

195.177.760

Setda
(Bagian
PBJ)

Ketua Tim
LPSE

Meningkanya Kualitas
Kualifikasi dan Kompetensi
SDM PBJ

Orang

Jumlah
orang yang
mengikuti
pembinaan
dan advokasi
pengadaan
barang dan
jasa

100

100

200

Rp

472.304.680

Setda
(Bagian
PBJ)

Ketua Tim
Pembinaan
dan Advokasi

Meningkatnya Kualitas Tingkat
Kematangan UKPBJ

Dokumen

Jumlah
Dokumen
hasil
pengelolaan
pengadaan
barang dan
jasa

Rp

189.644.590

Setda
(Bagian
PBJ)

Ketua Tim
Pengelola
Pengadaan




10

Indikator
Output

Satuan
Output

Indikator

Capaian
2024

Target

2025 Koordinator

Bobot Rencana Aksi Anggaran Pelaksana

Penilaian

11

Indeks Sistem
Merit

4 359,5

364,90

Menyelenggarakan kegiatan
pemenuhan kebutuhan ASN
melalui berbagai jalur
pengadaan

Dokumen

Jumlah
Dokumen
kegiatan
pemenuhan
kebutuhan
ASN melalui
berbagai
jalur
pengadan

Rp

1.433.687.032

BKPSDM

BKPSDM

Tersedianya Layanan
Assessment Centre

Orang

Jumlah ASN
yang
terlayani
assessment
centre

33

150

117

850

1150

Rp

259.392.570

BKPSDM

BKPSDM

Penyusunan talent pool untuk
setiap Jenjang Jabatan

Dokumen

Tersusunnya
dokumen
talent pool
untuk setiap
Jenjang
Jabatan

Rp

10.000.000

BKPSDM

BKPSDM

Penyusunan Kelompok
Rencana Suksesi untuk setiap
jenjang Jabatan

Dokumen

Tersusunnya
dokumen
Kelompok
Rencana
Suksesi
untuk setiap
Jenjang
Jabatan

Rp

30.000.000

BKPSDM

BKPSDM

Tersosalisasikannya
Penyusunan Sasaran Kinerja
Pegawai (SKP) Kepada Seluruh
ASN Sesuai dengan
PermenPAN-RB Nomor 6
Tahun 2022

Perangkat
Daerah

Jumlah
Perangkat
Daerah yang
mendapatkan
sosialisasi
sasaran
kinerja
pegawai
(SKP) sesuai
dengan
Permenpan-

60

60

Rp

1.500.000

Seluruh
Perangkat
Daerah

BKPSDM




Indikator

Penilaian

Bobot

Capaian
2024

Target
2025

Rencana Aksi

11

Indikator
Output

rb nomor 6

TW 2 TW 3 TW 4  Total

Anggaran

Pelaksana

Koordinator

tahun 2022
Jumlah
kegiatan
asistensi
Asistensi penyusunan Sasaran PEOYMSURER
e ; sasaran
Kinerja Pegawai (SKP) Kifieris
dilaksanakan sesuai dengan Kegiatan & a?vai - - - 1 Rp 48.620.000 BKPSDM BKPSDM
PermenPAN-RB Nomor 6 ps}%p ;
Tahun 2022 (SKP) sesuai
dengan
permenpan
rb nomor 6
tahun 2022
1. Sosialisasi Setda
Indeks Pelayanan 2. Asistensi . Ketua Tim
12 Publik 2 4,68 4,70 3 Money Laporan IPP 1 = 1 2 Rp 70.000.000 (Bag}an _ KTL
4. konsultasi Organisasi)
Tingkat 1. Sosialisasi Setda
Kepatuhan 2. Asistensi Indek . Ketua Tim
13 Seander 2 93 a3 3 Monev Laporan Kepatuhan 1 - 1 2 Rp 70.000.000 O(Bag.lan . KTL
Pelayanan Publik 4. konsultasi RgRiSHEl)
Penyusunan Laporan Tevoedinnya Bidang
14 Indeks SPBE 9 4,59 4,62 Tn'vg’ulanan Prop os SPBE Dokumen Monev 1 1 1 4 Rp 100.000.000 | Diskominfo Perencanaan
gr Triwulanan TIK




Indikator
Penilaian

Rencana Aksi

Satuan
(027141114

12

Indikator
Output

Anggaran

Pelaksana

Koordinator

Mewujudkan Kepatuhan I‘::::;Ztt:;e
- Pengelolaan Keuangan Daerah
15 | Opini BPK ceauai kelerifiian Peratiifah Persentase waktu ) ) 50 50 100 Rp 638.192.389 BKAD BKAD
Perundang-Undangan penyusunan
RAPBD
Persentase
Mewujudkan Kepatuhan ketepatan
Pengelolaan Keuangan Daerah waktu
sl Seberfuz Peratoran Persentase penyusunan ) ) 50 50 100 Rp 553.967.133 BKAD BKAD
Perundang-Undangan RAPBD
Perubahan
Persentase
rata-rata
kesesuaian
Mewujudkan Kepatuhan dokumen
Pengelolaan Keuangan Daerah | . o, o | Perencanaan 80 Rp 371.761.530 BKAD BKAD
sesuai ketentuan Peraturan dengan - - 80 -
Perundang-Undangan penganggara
n (sesuai
kewenangan
BKAD)
Persentase
Mewujudkan Kepatuhan penerbitan
Pengelolaan Keuangan Daerah SP2D tepat
sesuai ketentuan Peraturan PrIHEnIaE waktu dan 100 100 100 100 160 Ep 1404:468.513 BEAD Ekal
Perundang-Undangan sesuai
ketentuan
Persentase
Laporan
Mewujudkan Kepatuhan Keuangan
Pengelolaan Keuangan Daerah | po o | LR AR 100 | R 921.781.133 |  BKAD BKAD
sesuai ketentuan Peraturan s 100 100 100 100 P : )
Bandung
Perundang-Undangan .
sesuai SAP

dan disusun
tepat waktu




Indikator

Penilaian

Bobot

Capaian
2024

Target
2025

Rencana Aksi

Mewujudkan Kepatuhan
Pengelolaan Aset Daerah
sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

Satuan
Output

Bidang

13

Indikator
Output

Bidang tanah
Milik
Pemerintah
Kota
Bandung
yang telah
didaftarkan/
bersertifikat
dari BPN

50

150

200

350

750

Rp

Anggaran

7.479.839.530

Pelaksana

BKAD

Koordinator

BKAD

Mewujudkan Kepatuhan
Pengelolaan Aset Daerah
sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

Bidang

Bidang
Tanah Milik
Pemerintah
Kota
Bandung
yang telah
dilakukan
pengamanan
fisik

35

40

35

45

155

Rp

1.481.718.212

BKAD

BKAD

Mewujudkan Kepatuhan
Pengelolaan Aset Daerah
sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

Persentase

Persentase
Laporan
BMD disusun
tepat waktu
sesuai
ketentuan
sebagai
bahan
penyusunan
Neraca
Pemkot
Bandung

100

100

100

Rp

1.635.148.465

BKAD

BKAD

Mewujudkan Kepatuhan
Pengelolaan Aset Daerah
sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

Persentase

Persentase
Pencapaian
realisasi
pendapatan
dari
pemanfaatan
Tanah Milik
Daerah
sebagaimana
target yang
ditetapkan
pada APBD

20

40

70

100

100

Rp

2.172.283.698

BKAD

BKAD




Indikator
Penilaian

Bobot

Capaian
2024

Rencana Aksi

Satuan
Output

14

Indikator
Output

Anggaran

Pelaksana

Koordinator

Jumlah
. Dokumen
Melakukan pendampingan Pendampinga Seluruh
16 | Tindak Lanjut 4 84,92 g5 | PerangkatDaerahdalam | poumen | n Perangkat ; 1 Rp 141.600.000 | Perangkat | \PSpektorat
Rekomendasi menindaklanjuti Laporan Hasil Daerah
Pemeriksaan BPK RI; Dagrah Rasrd
’ dalam TLHP
BPK RI
Melakukan monitoring progres Juirrilal
tindaklanjut melalui kegiatan Dokusrien Seluruh T T—
pemutakhiran progres TLHP Dokumen P . - 1 Rp 74.880.000 Perangkat p
BPK sekaligus penginputan Rkl Daerah Dacrah
gus penginp n TLHP BPK
data melalui Aplikasi BPK RI;
Terlaksanany
a kegiatan
Pelatihan/se
minar/
; \ workshop
17 | Indeks BerAkhlak | 4 82,9 83,50 | Pelatihan/ seminar/ workshop | Perangkat | ... 63 63 Rp 5.000.000 | ASN Kota BKPSDM
terkait BerAKHLAK Daerah B Bandung
erAKHLAK
untuk
seluruh
Perangkat
Daerah
Menindaklanjuti Rekomendasi
SPI 2024, dengan: Jumlah
siifvel Pesitisdat a. Menyusun Tindak Lanjut Dokumen Seluruh Inspektorat
18 deaEs 10 69,14 70,14 SPI 2024 Dokumen Tindak - 1 Rp 12.744.000 Perangkat o
gn b. Menyusun Laporan atas Lanjut SPI Daerah
pelaksanaan tindak lanjut 2024

hasil SPI 2024




Indikator
Penilaian

Bobot

Capaian
2024

Target
2025

Rencana Aksi

15

Indikator
Output

Anggaran

Pelaksana

Koordinator

Melaksanakan Koordinasi dan

Pendampingan Pelaksanaan

SPI 2025, dengan: drimiah

Dokumen
a. Melakukan pengumpulan L
X Koordinasi

dan pengolahan data populasi dan Seluruh | T

SPI 2025; Dokumen | poH. = . 1 Rp 94.496.000 | Perangkat < o

b. Melaksanakan nen ARG Daerah a

Pendampingan Area Pelaksanaan

Pencegahan Korupsi dan SPI 2025

Survei Penilaian Integritas

2025

1. Sosialisasi

; . . Indeks Setda .
19 | Survel Kepuasan 8 88,28 | 8828 | 2 Asistensi Laporan | Kepuasan 2 Rp 70.000.000 |  (Bagian KeFaa Tiby

Masyarakat 3.Monev Masyarakat Organisasi) KTL

4. konsultasi Y g
E;nglk ;ar;[ent si Penyusunan Arsitektur SPBE Xi;?tee cll{lta;ya Bidang

20 pe a 2,5 3 3 pada Sistem Informasi Dokumen 1 Rp 50.000.000 | Diskominfo | Perencanaan

Eehijslm Arsitektur (SIA) Tabe dan TIK
Arsitektur SPBE peta Rencana

Sahnan sesuai dengan aslinya

NIP 19:?60604 200604 1 002

H

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN




